
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANT AN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KA.BUJ.> AT~N GUmJNG MAS 
.. - - NOMOR I~ TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATA..'ff D.A'ff BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

a. bah,va sehubungan clengan perkemhangan yang 
tidak sesuai clengan asumsi kebijakan umum 
APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran 
antar unit organisasi, antara kegiatan clan antar 
jenis bclanja, keaclaan yang menyebabkan sisn 
lcbih tahun anggaran scbelumnya harus cligunakan 
untuk pem hiayaan dalam tahun anggaran be1jalan 
maka perlu clilakukan Peruhahan APBD Tahun 
.t\nggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Pcraturan Daerah tentang Peruhahan Anggaran 
Pend<1patan clan Belanja Daerah Tahuu A11ggaran 
2018; 

l. Pasal 18 ayat (6) Unclang-Urnlang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi clan Bangunan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesir1 
Nomor 3312) sebagajmana telah diubah dengan 
Unclang-Undang Nom01· 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan At.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
198S tentang Paj;=ik B11mi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199'1 
Norum· 62 1 Tambahan Lemharan Negara Republik 
Indonesia N omor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 teutang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah clan BangLu1au (Lembara11 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahfm Lcmbaran Negara Rep11hlik Indonesia 
Nomor a688) sebagannana telah diubah densan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang 
Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Taln.m 
1997 tcntang &.a Perolehan Hak Alas Tc.mall 
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dan Bangunan (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahw12000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik frldonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Pcnyelenggaraan Pcmerintahan yang Bersih da n 
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupatcn Katingan, Kahupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamanilau, Kabupaten Gunu..Tlg Ivfas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

6. Undang-Undang Nom01· 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcnt.ang 
Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggw1gjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nom01· 25 Tahun 2004 Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom01· 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Dacrah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom01· 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nom01· 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perunda11g-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahau Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tent.ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Pe1wakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2005 Nomor '18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 t.entang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 TaJ1un 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Um um 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Peritnbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerint:ah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Si.stem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistell.l 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155)~ 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah (Lem baran Negara Republik 
I11ilonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerint.ah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerint.':lh Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan clan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Norum· 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerint.ah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pcmerintah Nomor 30 Tahun 2011 tenta.ng 
Pinjaman Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Peratunm Pemerintah Nomor 12 TahLm 2017 tentang 
Pembinaai1 dan Pcngawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerdh (Lem bai-an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pim pi.nan 
clan Anggota Dewan Pc1wakiJan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pecloman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pcugclolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Pencrapan Standar Akuntansi 
Berbasis P.Jrrual pada Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1425); 

29. Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembcutukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

30. Peraturan Daerah Kabupatcn Gunung Mas Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Duerah Kabupatcn Gunung Mas 
Tahun 2014 Nomor 207); 

31. Peraturan Daerah Kabupatcn Gunung Mas Nomor 8 
Tahun 2016 tcntang Pembentukan clan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunnng Mas Tahun 
2016 Nomor 2:16); 

32. Peraturan Daerah Kabupatcn Gunung Mas Nomor 9 
Tahun 2017 tentang I-Iak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan clan Anggota Penvakilan 
Rakyat Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas T~hun 2017 Nomor 246); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 
Nomor 249); 

Dengan Pesetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

dan 

Menetapkan 

BUPATI GUNUNG MAS 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENT ANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahtm Anggaran 2018 semula 
be1jumlah Rp. l.174.939.364.639, 10 bertambah/berkurang sejumlah 
Rp.117.087.686.437,69 schingga menjadi Rp. l.057.851.678.201,41 dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah 

1. Semula Rp.1.170.839.36'1.639, 10 
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 115.75'1.762.089,55 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pcrubahan Rp. l.055.084.602.549,55 
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b. Belanja Daera h 
1. Semula Rp.1.174.939.364.639, 10 
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 117 .087 .686.437 ,69 

Jumlah Belanja Daerah sctelah Perubahan Rp. 1.057.851.678.201,4 l 
Surplus/ (defisit:) setelah Perubahan Rp. (2.767.075.651,86) 

c. Pem biayaan Daerah 
1. Penerimaan 

a) Semula Rp. 10.150.000.000,00 
b) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.332.924.348, 14) 

Jumlah Pcnerimaan setelah Perubahau Rp. 
2. Pengcluaran 

a) Semula Rp. 6.050.000.000,00 
b) Bertam bah(herkurang) Rp. 

,J umlah Pcngeh 1aran sctelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Per11bahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sctclah Pcrubahan : 

Pasal 2 

0,00 
Rp. 

Rp. 

8.817.075.651,86 

6.050.000.000,00 

2.767.075.651,86 

(1) Pendapatan Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tcrdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah: 

1. Semula Rp. 38.613.899.007,00 
2. Berlambah/(bcrkurang) Rp. 6.947.840.317,00 

Jumlah Pendapalan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 45.561. 7:39.:324,00 

b. Dana Perin1bangan sejumlah: 
1. Semula Rp. 984.862.135.237,10 
2. Bertambah/(berkurang)Rp. (143.008.126.935, 10) 

Jumlah Dana Pcrimbangan setelah Perubahan Rp. 81 l.85'1.008.302,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah: 
1. Semula Rp. 147.363.330.395,00 
2. Bertambah/(bcrkurang) Rp. 20.305.524.528,55 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
setelah Perubahan Rp. 167 .668.854 .923,55 

(2) Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejumlah: 

1. Scmula Rp. 5.802.725.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.317.775.000,00 

Jumlah Pajak Dacrah setelah Perubahan Rp. 11.120.500.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah: 
1. Semula Rp. 2.325.850.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 2.225.000,00 

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 2.328.075.000,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan scjumlah: 
1. Semula Rp. 6.434.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 900.000.000,00 

Jumlah Basil pengclolaan kekayaan daerah 
yaug <lipisaltkH11 selelah PerulJahau Rp. 7.:134.000.000,00 
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d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah: 
1. Semula Rp. 24.051.324.007 ,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 727.840.317,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
setelah Perubahan Rp. 24.779.164.324,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis p.endapatan: 
a. Dana Bagi Basil sejumlah: 

1. Semula Rp. 99.390.833.237, 10 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (12.378.30~{.935, JO) 

Jumlah Dana Bagi Hasil set.elah Pcrubahan Rp. 87.012.529.302,00 

b. Dana Alokasi Umum scjumlah: 
1. Semula Rp. 600.000.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 35.139.923.000,00 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 564.860.077.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah: 
1. Semula Rp.197.615.887.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (95.487.400.000,00) 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Pcrubahan Rp. 102. 128.487 .000,00 

d. Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) sejumlah: 
1. Semula Rp. 87.855.415.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.500.000,00) 

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) 
setelah Perubalmn Rp. 87 .852. 915.000,00 

(4) Lain-lain pendapat:an daeral1 yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri da1i jcnis pendapat.an: 
a. Pendapatan Hibah sejumlah: 

1. Semula Rp. 18.675.200.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 716.708.374,00 

Jumlah Pendapatan Hibah 
setelah Perubahan Rp. 19.391.908.374,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pcmcrintah Daerah Laiml)'a 
sejumlah: 
1. Semula Rp. 22.731.161.395,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.588.816.154,55 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 42.319.977.549,55 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus: 
1. Semula Rp. 17.250.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 0,00 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
setelah Perubahan Rp. 17.250.000.000,00 
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d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pcmerintah Daerah Lainnya: 
1. Semula Rp. 1.500.000.000,00 
2. Bertambah/(berkura .. rig)Rp. 0,00 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00 

e. Penerimaan Dana Desa sejumlah: 
1. Semula Rp. 87.206.969.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan Dana Desa setelah Perubahan Rp. 87.206.969.000,00 

Pasal 3 

( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah: 

1. Semula Rp.544.719.257.997,10 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (16.146.891.493,90) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung set.elah Perubahan Rp. 528.572.366.503,20 

b. Belanja Langsu11g sejumlah: 
1. Semula Rp. 630.220.106.642,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.( 100. 9'10. 794. 943, 79) 

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 529.279.311.698,21 

(2) Belanja Tidal{ Langsung scbagaimana dilnaksud pada ayat. (l) huruf a 
terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah: 

1. Semula Rp.355.028.378.923,39 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (12.595.068.800,39) 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 342.433.310.123,00 

b. Belanja Hibah sejumlah: 
1. Semula Rp. 29.473.816.750,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 860.000.000,00 

lJumlah Belanja Hibah sctelah Pcrubahan Rp. 30.333.816.750,00 

c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah: 
1. Semula Rp. 1.596.010.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (60.000.000,00) 

Jumlah Be!anja Bantuan Sosial sete!al1 Perubahan 

d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah: 
1. Semula Rp.158.121.052.323,71 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.251.822.693,51) 

J umlah Belanja Bantuan Keuanga n 

Rp. 1.536.010.000,00 

setelah Perubahan Rp. 153.869.229.630,20 

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah: 
1. Semula Rp. 500.000.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. ( 100.000.000,00) 

,Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 400.000.000 ,00 
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l> terdiri dari 
jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah: 

1. Semula Rp. 53.107.001.139,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.1:l0.227.11'1,00 

~Jumlah Belanja Pcgmvai sctclah Perubahan Rp. 55.2:-37.231.25:-3,00 

b. Belanja Bara11g dan ~Jasa scjumlah: 
l. Semula Rp.21 l.974.767.11:-3,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.415.:-399.269,00 

Jumlah Belanja Hibah sctclah Perubahan Rp.218.:-390.166.382,00 

C BP 1~ni!=I Modal SP111Tn]ah· • ~i.cu.~~ •• ~J ~~ • 

1. Semula Rp.365.138.335.:-390,00 
2. Bertambah/(bcrkurang) Rp. (1.969.785.056,00) 

Jumlah Belanja Modal sctelah Perubal1an Rp.210.004.982.057,00 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari: 
a. Pencrimaan Pembiayaan Dacrah scjumlah: 

1. Semula Rp. 10.150.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.332.924.318,14) 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 
setelah Perubahan Rp. 8.817 .075.651,86 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejtunlah: 
1. Semula l~p. 6.050.00.000,00 
2. Bertambah/(bcrkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran Pcmbiayaan Daerah 
sctelah Pen1bahan Rp. 6.050.000.000,00 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pem biayaan: 
a. Sisa Lebil1 Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tah1111 Anggaran sebclumnya 

sejumlah: 
1. Semula Rp. 10.000.000.000,00 
2. Bertambah/(bcrkurang) Rp. (1.332.921.318, 11) 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggarm1 
sebelumnya setelah Pcrubahan Rp. 8.667.075.651,86 

b. Penerimaan Kembali Pcmberian Pinjaman sejumlah: 
1. Semula Rp. 150.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan Kembali Pcmbcrian Pinjaman 
setelah Perubahan Hp. 150.000.000,00 

(3) Pengeluaran Pembiayaan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat. (1) 
huruf b terdiri dari jenis pembiayaau Peuycrtaau Modal (lnvestasi) 
Pemerintah Daerah scjumlah: 
1. Semula Rp. 6.050.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
setelah Perubahan Rp. 6.050.000.000,00 
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Pasal 7 

l'eraLuran Dacrah i11i u111lai bcrlaku pacln tauggal diundnngkau. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABTJPATRN GTJNUNG MAS, 

YANSITERSON 

I )itctr1pk,n1 di l-:11uln Kt111111 

p,1da w 11ggaJ "31 oki:Pbz.r .:to{8 

GMAS, 

LEMB.AR.Al\f DAEP_AJ.! K.ARUPATEN GUNUNG 1\11'..AS T.AHUN 2018 NOMOR .Q'1'-

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: . ... , ....... . . . /2018 
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PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

I. UMUM 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah (APBD) Tahun 
Anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan dcngan Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Peudapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan mengacu kepada 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpcdoman pada Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. 

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 
2018, dalam perkembangannya sebagaimana telah diatur dalam 
ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, te1jadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis 
helanja, keadaan yang menycbabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pcm biayaan dalam tahun 
anggaran yang berjalan, sehingga menurut keteutuan Pasal 28 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara, 
Pemerintah Dacrah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tal1un Anggaran 
2018 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana 
tercantum dalam Nota Pcrsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
Kabupaten Gunung Mas Nom01· 19/ 170/DPRD/X/2018 tentang 
Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jclas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jclas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal6 
Cukup jelas. 



- 13-

Pasal 7 
Cukup jelas. 

TA!\IIBAHA..1\T LEMBARAN DAERA.ll K..JIBUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 
2018 NOMOR ..t&2- t>-



NOMOR 
URIJT 

1 

1 

1. 1 

1 . 1 . 1 

1. 1.2 

1. 1. 3 

1. 1. 4 

1. 2 

1. 2. 1 
1.2.2 

1 . 2. 3 

l. 2. 4 

1 . 3 

1. 3 . 1 

1 . 3 . 3 

1 . 3 . 4 

1 . 3. 5 

1.3.9 

2 

PENOAPATAN 

PENDAPATAN ASU DAERAH 

Pendapatan Pajak Daerah 
Hasil Retribusi Oaerah 

U RAIAN 

2 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Oaerah yang Dipisalj(an 

Lain·lain Pendapatan Asfi Daerah yang Sah 

DANA PERIMBANGAN 

Bagi Hasll Pajak/Bagi Hasll Bukan Pajak 

Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus (OAK Non Fisik) "') 

LAIN· LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

Dana Penyesuaian dan Otonoml Khusus 

Bantuan Keuangan dari Provlnsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

Penerimaan Dana Desa •) 

BELANJA 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Pegawai 

Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2018 

Lampiran I 
?ERA lURAN Dl,ERA.>i 
t<ABlPATENGllNU\G MAS 
NOMal TAHJll2018 
TENTANG 
PERUBAH-'N ANGCARAN PEN!lAPA TAN 
DAN SELAN.IA. DAERAH 
TAHUN ANGGARAN'.1018 

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

SEBELUM PERUBAHAN 

1-- ----
I-----· 

i----- -

,__ ____ 

1---- -

3 

1.170.839.364.639,10 

38.613.899.007,00 

5.802. 725.000,00 

2.325.850.000,00 

6.434.000.000,00 

24.051.324.007,00 
- ------

984.862.135.237, 10 
- --- - - - --

99.390.833.237,10 

600.000.000.000,00 

197.615.887.000,00 

87.855.415.000,00 
---- -

147.363.330.395,00 - --------
18.675.200.000,00 

22.731.161.395,00 

17.250.000.000,00 

1.500.000.000,00 

87 .206.969. 000,00 

1.174.939.364.639,10 

544. 719.257.997,10 
-- --------

355.028.378.923,39 

29.473.816. 750,00 

1. 596.010.000,00 

SETELAH PERUBAHAN 

4 

1.055.084.602.549,55 

------

45.561.739.324,00 

11.120.500.000,00 

2.328.075.000,00 

7.334.000.000,00 

24.779.164.324,00 
---- ---

841.854.008.302,00 ----- ---- -----
87.012.529.302,00 

564.860.077.000,00 

102.128.487.000,00 

87.852.915.000,00 
- -----~--- --~--

167.668.854.923,55 
- - ---- - - - ---

19.391.908.374,00 

42.319.9n.549,55 

17.250.000.000,00 

1.500.000.000,00 

87.206.969.000,00 

l.057.851.678.201,41 

528.572.366.503,20 
----- ---- - -~- --

342.433.310.123,00 

30.333.816.750,00 

l.536.010.000,00 

(Rp) % 

5 

(115. 754.762.089,55) 

6.947.840.317,00 

5.317. 775.000,00 

2.225.000,00 

900. 000. 000,00 

727.840.317,00 
---------- ---

(143.008.126.935, 10) - --------------
(12.378.303.935,10) 

(35.139.923.000,00) 

(95.487.400.000,00) 

(2.500.000,00) 
- -- - ------- -

20.305.524.528,55 
---- - --- - -

716. 708.374,00 

19.588.816.154,55 

0,00 

0,00 

0,00 

(117.087.686.437,69) 

(16.146.891.493,90) 

6 

(9,89) 

17,99 

91,64 

0,10 

13,99 

3,03 
1-- - --- -

(14,52) 
1----- --

)12,45) 

(5,86) 

(48,32) 

0,00 
i------

13,78 ---- -
3,84 

86,18 

0,00 

0,00 

0,00 

(9,97) 

(2,96) -- ---------- ------ --
( 12.595.068.800,39) (3,55) 

860.000.000,00 2,92 

(60.000.000,00) (3,76) 

2. 1 

2. 1.1 
2 .1. 4 

2 .1. 5 
2 . 1.7 Belanja Banh.Jan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Polltik 158.121.052.323,71 153.869.229.630,20 ( 4.2.51.822.693,51) (2,69) 

2.1 .8 

2 . 2 

2 . 2.1 

Belanja lidak Terduga 

BELANJA LANGSUNG 

Belanja Pegawai 

RINGICASAN RAIICAU(Wl PERUBNWl Al'BD 

1---- -
500.000,000,00 400.000.000,00 (100.000.000,00) (20,00) - --------- ------- - ---------------- - --- - --

630.220.106.642,00 529.279.31 1.698,21 (100.940.794.943,79) ( 16,02) 1--------------- ---- --- - -·-----1-- --------- - -1--- - --
53.107.004.139,00 55.237.231.253,00 2.130.227.114,00 4,01 

Halaman 1 



NOMOR 
URUT 

1 

2.2.2 

2.2.3 

3 

3. 1 

3. 1 . 1 

3.1.5 

3 . 2 

3 . 2.2 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Modal 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

URAIAN 

2 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 5ebelumnya 

Penelimaan kembali Pemberian Pinjaman 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAfRAH 

Penye1aan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN NETTO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

R!NGKASAN RANCANGAN P€RUllAIIAN APSO 

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 

3 4 5 6 

211.974. 767.113,00 210.004.982.057,00 (1.969.785.056,00) (0,93) 

365.138.335.390,00 264.037.098.388,21 (101.101.237.001,79) (27,69) 

~--------- --1-----------1-----------+------l 
( 4.100.000.000,00) (2.767.075.651,86) l.332.924.348,14 (32,51) 

10.150.000.000,00 

10.000.000.000,00 

150.000.000,00 

6.050.000.000,00 
----- - - - -- --

6.050.000.000,00 

4.100.000.000,00 

0,00 

8.817.075.651,86 
--- ----------

8.667.075.651,86 

150.000.000,00 
- - --- - - ------

6.050.000.000,00 

6.050.000.000,00 

2.767.075.651,86 

0,00 

(l.332.924.348,14) 

(1.332.924.348,14) 

0,00 

0,00 

0,00 

(1.332.924.348, 14) 

0,00 

(13,13) 

(13,33) 

0,00 
-----

0,00 

0,00 

(32,51) 

0,00 
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